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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 Pasal 1 ayat (3), berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah 

Negara Hukum. Dalam penjelasan UUD 1945 telah dicantumkan 

bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechsstaat), tidak 

berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Pemerintah 

berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat 

absolutisme  (kekuasaan yang tidak terbatas).
1
 Sehingga segala 

sesuatu yang di lakukan oleh pemerintah maupun masyarakat telah 

di atur oleh Undang-Undang yang berlaku.  

Pengertian negara hukum sesungguhnya mengandung 

makna bahwa suatu negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip 

tentang supermasi hukum dimana hukum di junjung tinggi sebagai 

pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep yang di anut negara 

hukum di dalam UUD 1945 dalam implementasinya mengalami 

                                                             
1 Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2014), h.17 
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pergeseran oleh pengaruh dinamika sosial dan politik yang 

berkembang. 

   Dalam penegakan hukum perlu di wujudkan dalam 

institusi peradilan maka, fungsi dari institusi peradilan ini adalah 

pembangunan hukum melalui penciptaan sumber-sumber hukum 

yurispridensi dengan memunculkan kaidah-kaidah baru dalam 

penerapan hukum. Yang dalam hal ini berkaitan mengenai 

pengujian Undang-Undang yang dilakukan oleh Mahkamah 

Konstitusi. 

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai special tribunal 

(Pengadilan Khusus)  yang terpisah dari Mahkamah Agung, 

mengemban tugas khusus yang merupakan konsepsi yang dapat di 

telusuri jauh sebelum Negara kebangsaan modern yang menguji 

tentang keserasian norma hukum yang lebih  rendah dengan norma 

hukum yang lebih tinggi. Judicial review (upaya pengujian oleh 

lembaga peradilan terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh 

badan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif) merupakan ciri utama 

kewenangan Mahkamah Konstitusi.
2
 

                                                             
2
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3 
 

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi yaitu sebagai 

lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu 

terutama di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjalankan 

konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai 

dengan kehendak dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah 

Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan 

yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman 

kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir 

ganda terhadap konstitusi.
3
 

Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi 

dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi 

menegakan keadilan konstitusional di tengah kehidupan 

masyarakat. Mahkamah Konstitusi mendorong dan menjamin agar 

konstitusi di hormati dan di laksanakan oleh semua komponen. 

Ditengah sistem kelemahan konstitusi yang ada, Mahkamah 

Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu 

hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan 

bermasyarakat. 

                                                             
3
 Dahlan Thaib, Jazim hamidi, Ni’matul huda, Teori dan Hukum Konstitusi, 

(Jakarta, Raja Grafindo 2015), h. 17. 
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Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan keputusannya 

bersifat final yang di jelaskan dalam Pasal 24C ayat (1) Pasal 24C 

ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah 

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 

yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang 

terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara 

yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran 

partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan 

Umum”.
4
  

Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi 

mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian 

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar . Kewenangan 

serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana 

telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 

serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah 

satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah 
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mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 

bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-

Undang Dasar.  

Sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution), 

Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap 

sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar 

berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah 

Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam Undang-

Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter 

of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya 

terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, 

dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada 

Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian 

UndangUndang, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali 

menyatakan sebuah bagian dari Undang-Undang konstitusional 

bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai 

dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi; atau sebaliknya 

tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran 

Mahkamah Konstitusi.
5
 

                                                             
5
 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan kontitusionalisme Indonesia,( Jakarta: 
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Dari uraian wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah 

Konstitusi tersebut maka dalam hal ini para pemohon mengajukan 

uji materil (Yudicial review) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah terhadap Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Para pemohon merasa bahwa Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2014  yang menggantikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2009 secara terstruktur telah menghapuskan kiprah perempuan 

dalam bidang politik di Indonesia khususnya dalam hal ini mereka 

perempuan yang sedang berada di parlemen yang mewakili rakyat 

Indonesia, padahal jaminan perempuan untuk ikut andil dalam 

pengambilan kebijakan bahkan menduduki posisi pemimpin sebuah 

komisi di parlemen telah di jamin secara penuh oleh konstitusi yang 

tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945.  

Pada Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J 

ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, sangat jelas menyebutkan 

tentang  jaminan dan hak yang sama di hadapan hukum tanpa 

diskriminasi guna mendapat keadilan dan memperoleh kesempatan 
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yang sama sebagai warga negara. dalam hal ini antara laki-laki dan 

perempuan di parlemen, sudah seharusnya memiliki kewenangan 

dan hak yang sama untuk membangun bersama bangsa ini tanpa 

adanya ketimpangan dalam mempermasalahkan gender.  

Memang dalam konstitusi tidak secara jelas menyebutkan 

tentang keterwakilan perempuan di parlemen secara penuh tetapi 

ada banyak putusan-putusan Mahkamah Kontitusi sebagai penafsir 

tunggal konstitusi yang menyebutkan tentang kuota keterwakilan 

perempuan sebanyak 30%  yang harus di isi di dalam sebuah 

parlemen. 

Kemudian Untuk membuktikan kebenaran formil dan 

materil yang menyangkut ketentuan hukum dan perundang-

undangan pemohon mengajukan Uji Materil untuk mengetahui 

alasan diajukannya gugatan ke Mahkamah konstitusi bahwa 

menurut hukum Acara Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah 

Konstitusi sebagai aturan hukum yang memberikan perlindungan 

kepada pemohon untuk menuntut hak-hak konstitusionalnya yang 

dianggap telah dirugikan. 

Dengan diajukannya Judicial Review menjelaskan bahwa 

pemohon telah merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya yang 
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diberikan oleh UUD 1945 akibat di hapuskannya UU Nomor 27 

Tahun 2009 yang salah satu pasalnya berbunyi : 

Pasal 101 ayat (2),  

“Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua 

dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih 

dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip 

musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan 

memperhatikan keterwakilan perempuan menurut 

perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.”
6
 

 

Namun ternyata perkembangan jaminan terhadap kuota 30% 

keterwakilaan perempuan telah merambah ruang DPR dalam UU 

Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. 

Melalui Undang-Undang tersebut, pemilihan pimpinan-pimpinan 

alat kelengkapan DPR seperti pimpinan badan legislasi, pimpinan 

badan anggaran, pimpinan BKSAP, pimpinan badan kehormatan, 

pimpinan BURT, pimpinan panitia khusus harus 

mempertimbangkan keterwakilan perempuan tapi klausul tentang 

dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut 

perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ada di pasal-

pasal tersebut telah di gantikan oleh Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang kemudian 

berbunyi : 

                                                             
6
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 82/PUU-XII/2014 
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Pasal 104 ayat (2)  

“Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang 

ketua dan paling  banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang 

dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu 

paket yang bersifat tetap berdasarkan  usulan fraksi sesuai 

dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. 

 

Maka atas dasar di atas lah para pemohon yang memiliki 

pengakuan dan hak sebagai warga negara Indonesia untuk 

kemudian mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang 

terhadap UUD 1945 yang secara khusus diatur dalam Pasal 24C 

ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) dan ayat 

(2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
7
 Hal ini merupakan 

suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang 

merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip 

negara hukum, di mana undang-undang sebagai sebuah produk 

politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian 

konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem cheks 

and balances (sistem pengawasan dan keseimbangan) berjalan 

dengan efektif. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial 

yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak 

konstitusional dan hak hukum setiap warga negara.
8
 

                                                             
7
 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah........., h. 12 

8
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Pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama di 

hadapan hukum merupakan suatu hak yang harus dimiliki oleh 

setiap warga negara yang taat terhadap hukum, apalagi seorang 

perempuan yang dimana selalu di perlakukan khusus di era 

demokrasi ini, sehingga dari uraian diatas penulis merasa tertarik 

untuk menyusun skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 tentang 

Keterwakilan Perempuan di Parlemen. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana Dasar Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam 

memutus Perkara Nomor 82/PUU-XII/2014 ? 

2. Bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

82/PUU-XII/2014 ? 

 

C. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masih banyak hal yang perlu di 

kaji dan di teliti lebih dalam dan lebih jauh, penulis memfokuskan 

penelitian ini kepada Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi 
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Nomor 82/PUU-XII/2014 Mengenai Keterwakilan perempuan di 

parlemen. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis ialah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui Dasar Hukum Putusan Mahkamah 

Konstitusi dalam memutus Perkara Nomor 82/PUU-XII/2014 

2. Untuk mengetahui akibat hukum putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 

 

E. Manfaat Penelitian  

Sebuah kajian dimana bentuk dan isinya diharapkan 

memberikan dampak positif terhadap objeknya dan diharapkan 

dapat memberi manfaat, adapun manfaat yang akan diperoleh 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara teoritis berguna sebagai pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, dengan upaya pengembangan 

wawasan keilmuan peneliti dan pengembangan bacaan yang 

bermutu bagi pendidik hukum. 
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2. Manfaat praktis  

a. Untuk memberikan penjelasan kepada para pembaca dan 

akademisi tentang pertimbangan hakim dalam memutus 

perkara Nomor 82/PUU-XII/2014. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

masyarakat dan para pembaca untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan dan akibat hukum terhadap putusan Hakim 

Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Nomor 82/PUU-

XII/2014. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Indonesia merupakan negara hukum yang berdemokrasi. 

Prinsip dasar negara hukum adalah melakukan perlindungan bagi 

rakyat terhadap tindakan  pemerintahan yang sewenang-wenang. 

Adanya kedaulatan kebebasan berpolitik yang dimiliki oleh rakyat 

suatu negara, untuk menentukan, mengatur dan mengurus sendiri 

susunan ketatanegaraannya, tanpa mendapat  tekanan, paksaan, dan 

halangan dari bangsa atau negara lain, sehingga negaranya 

bukanlah merupakan negara jajahan dari negara lain , karena 

penguasa negaranya adalah di tentukan dan berasal dari rakyat atau 

warga negaranya sendiri. Jadi kemerdekaan atau kebebasan itu 
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harus selalu lekat pada setiap negara beserta rakyatnya selama 

negara itu berdiri.
9
 

Indonesia secara formal sudah sejak tahun 1945 (UUD 1945 

pra-amandemen) mendeklarasikan diri sebagai negara hukum 

terbukti dalam penjelasannya UUD 1945 pernah tegas dinyatakan, 

“Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum dan bukan 

Negara yang berdasarkan kekuasaan belaka”. Konsep negara 

hukum Indonesia di pertegas UUD 1945 hasil amandemen dalam 

pasal 1 Ayat 3 yang menetapkan: “ Negara Indonesia adalah Negara 

Hukum”. 

Memperhatikan rumusan konsep negara hukum Indonesia 

Ismail Suny Mencatat empat syarat negara hukum secara formal 

yang menjadi kewajiban kita untuk melaksanakannya dalam 

Republik Indonesia yaitu:  

1) Hak asasi manusia;  

2) Pembagian kekuasaan; 

3) Peradilan administrasi. 

Berdasarkan uraian konsep tentang negara hukum tersebut 

ada dua substansi dasar, yaitu adanya paham konstitusi dan sistem 

                                                             
9
 St.H.Rivai Abidin, sistem demokrasi yang hakiki, hal .57. 
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demokrasi atau kedaulatan rakyat. Paham konstitusi memiliki 

makna bahwa pemerintah berdasarkan atas hukum dasar 

(konstitusi), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (absolutisme). 

Sedangkan hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat 

dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada 

keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam 

penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Adapun kekuasaan 

di tangan rakyat mengandung tiga pengetian, yaitu: pemerintahan 

oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. 

Sifat negara hukum hanya dapat di tunjukan jikalau alat-alat 

perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada aturan-

aturan yang di tentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan 

yang dikuasai untuk mengadakan aturan-aturan itu. Ciri negara 

hukum adalah: 

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung 

persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan 

kebudayaan. 

2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau 

kekuatan lain dan tidak memihak. 
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3. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan 

hukumnya dapat dipahami dan dapat dilaksanakan.
10

 

Sebuah negara tidak bisa berlaku sewenang-wenang hanya 

karena memiliki sebuah kekuasaan, karena segala sesuatunya telah 

diatur oleh hukum yang berlaku. Dalam hal ini adalah Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.  

Pembentukan Mahkamah Konstitusi ini merupakan akses 

dari perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan yang 

modern yang muncul pada abad ke-20. Pengajuan pemikiran yang 

lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi termasuk menguji 

undang-undang terhadap UUD seperti yang telah di terapkan 

dibeberapa negara sangat berkaitan erat dengan gagasan 

pembentukan pemerintah berdasarkan sistem konstitusi. Konstitusi 

merupakan norma hukum tertinggi yang menjadi sumber 

pembentuk norma-norma hukum lain yang berlaku dalam negara. 

Penulis melakukan analisis mengenai putusan yang di 

keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Karena Mahkamah Konstitusi yaitu salah 

satu dari pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang 

                                                             
10

 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca 

Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.63. 
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mempunyai kewenangan untuk mengadili baik itu pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji 

Undang-Undang Dasar 1945.  

Di era modern ini tingkat kesetaraan antara perempuan dan 

laki-laki sudah hampir setara bagaimana hampir di setiap sendi 

kehidupan perempuan seolah tidak kalah bersaing dengan para 

lelaki . lain halnya dalam proses berbangsa dan bernegara yang 

memang syarat dengan kepentingan politis.  

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 telah 

mengatur tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan, 

meskipun telah diatur namun masyarakat internasional menyadari 

bahwa untuk mewujudkan hak-hak perempuan dalam kehidupan 

sehari-hari memerlukan kebijakan khusus. munculnya kesadaran 

untuk melahirkan kebijakan khusus bagi perempuan, didasari pada 

kenyataan bahwa perempuan di seluruh dunia masih mengalami 

nasib buruk.
11

  

Pertama, sebagian besar masyarakat dunia masih 

menganggap bahwa perempuan lebih rendah kedudukan dan 

nilainya dari pada laki-laki, sumbangan perempuan bagi kehidupan 
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 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 82/PUU-XII/2014 
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keluarga dan masyarakat, maupun sumbangan di dunia kerja atau 

bagi pertumbuhan ekonomi, masih kurang diakui dan dihargai. Hal 

ini menyebabkan perempuan kurang atau sama sekali tidak 

berperan dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga 

maupun masyarakat. Kedua, akses pendidikan bagi perempuan 

masih lebih rendah dari pada lakilaki, sehingga pilihan lapangan 

kerja bagi perempuan juga sangat terbatas. Selain itu, pendapatan 

perempuan sering lebih rendah dari pada laki-laki untuk pekerjaan 

yang sama atau sama nilainya. Ketiga, lebih banyak jumlah 

perempuan miskin dari pada laki-laki. Demikian juga, jika 

dibandingkan laki-laki lebih banyak pekerja perempuan yang tidak 

berketrampilan dan menjadi korban kekerasan, penganiayaan dan 

perdagangan.  

Upaya untuk memberikan jaminan konstitusionalitas 

keterwakilan perempuan telah diupayakan melalui proses dan 

perjuangan panjang. Telah lahir banyak regulasi yang telah 

memberikan jaminan perlindungan terhadap keterwakilan 

perempuan. Namun dihilangkannya klausula keterwakilan 

perempuan pada Pasal 101 ayat (2), Pasal 106 ayat (2), Pasal 119 

ayat (2), Pasal 125 ayat (2), Pasal 132 ayat (2), Pasal 138 ayat (2)  
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dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, 

DPD dan DPRD yang telah di gantikan oleh Pasal 97 ayat (2), Pasal 

104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat 

(2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, tidak 

didasarkan pada evaluasi atas kondisi yang menunjukkan 

kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sehingga kebijakan 

affirmative sementara ini bisa dihilangkan. Bahkan kondisi yang 

menunjukkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam 

bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya masih terus terjadi. 

 

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

No 

Nama 

Penulis/Judul/Perguruan 

Tinggi /Tahun 

Substansi Penelitian 

Terdahulu 

Perbedaan 

dengan Penulis 

1.  

 

Analisis Yuridis Putusan 

Mahkamah Konstitusi 

Nomor 33/PUU-XIV/2016 

tentang Larangan Jaksa 

Penuntut Umum 

Mengajukan Peninjauan 

Kembali / Jurusan Hukum 

Tata Negara Fakultas 

Dalam penelitiannya 

menjelaskan tentang 

Mahkamah Konstitusi 

dan tentang larangan 

Jaksa Penuntut 

Umum Mengajukan 

Peninjauan Kembali 

Berbeda dengan 

yang  penulis 

bahas dalam 

penelitian ini 

yaitu mengenai 

analisis yuridis 

Terhadap 

Putusan 
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Syariah IAIN Sultan 

Maulana Hasanudin Banten 

/ 2017  

Mahkamah 

Konstitusi 

Nomor 

82/PUU-

XII/2014 

Tentang 

keterwakilan 

Perempuan di 

Parlemen yang 

di dalamnya 

memuat 

pertimbangan 

hukum Majelis 

Hakim 

Mahkamah 

Konstitusi 

dalam 

memutuskan 

perkara Nomor 

82/PUU-

XII/2014 

2.  Sri Sumarni Sjahril / Politik  

Perempuan  Di Kota 

Makasar (Studi Terhadap  

Peran  Politik Perempuan 

Partai Nasdem Kota 

Makasar) / Jurusan Ilmu 

Politik Fakultas Ushuluddin 

Filsafat dan Folitik 

Universitas Alauddin 

Makasar / Tahun 2016 

Dalam penelitiannya 

Menjelaskan peran 

politik perempuan 

dalam Partai Nasdem 

Kota Makassar dan 

implikasi dari peran 

politik perempuan 

Partai Nasdem Kota 

Makassar bagi 

penguatan posisi 

poitik perempuan 

3.  Atiqotul Maula / Perempuan 

Dan Politik Dalam 

Kontestasi Pilkada Di 

Jombang / Jurusan Siyasah 

Fakultas Syari’ah dan 

Hukum Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga  

Yogyakarta/ Tahun 2016 

Dalam penelitiannya 

beliau 

menjelaskanseorang 

tokoh perempuan 

yang menjadi aktor 

dalam kontestasi 

politik di Pilkada di 

Jombang , kemudian 

menjelaskan variabel 

apa saja yang 

membuat tokoh 

perempuan tersebut 
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terpilih dalam 

kontestasi Pilkada di 

Jombang  

 

Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu dalam 

penelitian ini penulis membahas atau menganalisis putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014, yang di dalamnya 

berisi tentang diskriminasi politik terhadap perempuan yang 

mengisi jabatan di parlemen. 

 

H. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan 

dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, 

sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode 

atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, 

sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan 

dalam suatu kerangka tertentu. 

1) Jenis Penelitian dan Pendekatan 

a. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis 

penelitian kualitatif yang bersifat induktif, yakni berangkat 

dari pernyataan khusus, kemudian diabstraksikan dalam 
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bentuk kesimpulan yang umum.
12

 Penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang 

mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata 

(lisan atau tulisan) dan perbuatan manusia. Jenis penelitian 

studi kepustakaan (Library search), yaitu penelitian 

berdasarkan pada kajian yang berkaitan dengan masalah 

yang akan di teliti.  

b. Pendekatan  

Penulis menggunakan pendekatan penelitian secara 

yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma 

hukum yang terdapat peraturan perundang-undangan dan 

putusan pengadilan serta norma yang berkembang pada 

masyarakat, adapun pendekatan yang di gunakan yaitu 

pendekatan undang-undang (statue approach).
13

   

Sehubungan dengan tipe penelitian yang di gunakan 

yaitu penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang di 

gunakan pendekatan perundang-undang (statue approach). 

Pendekatan Undang-undang di lakukan dengan menelaah 

                                                             
12

 Yusuf Somawinata, dkk, Pedoman penulisan karya ilmiah, Fakultas 

Syari’ah, (IAIN “SMH” Banten, 2018), h. 4. 
13

 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Sinar Grafika,2011), 

Cetakan ke-3, h.105. 
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semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan 

keterwakilan perempuan di parlemen. Sedangkan studi 

kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap 

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang di hadapi yang 

telah menjadi putusan pengadilan,  yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap. Kajian pokok dalam pendekatan ini 

adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang di 

gunakan oleh hakim sampai kepada putusannya. 

2) Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Merupakan bahan hukum yang bersifat autentik, 

artinya mempunyai otoritas. Bahan dalam penulisan ini 

yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-

XII/2014. 

b. Data Sekunder 

Merupakan data yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukumyang bukan merupakan dokumen 

resmi, seperti hasil analisis dan pendapat para pakar hukum, 

jurnal hukum, dan pendapat atas putusan pengadilan. 
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c. Data tersier 

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk atas 

penjelasan dari bahan primer dan bahan sekunder yang 

dihasilkan dari kamus (Hukum), ensiklopedia, majalah dan 

sebagainya. 

3) Teknik Analisis Data  

Analisis data yang di hasilkan dari dokumen Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 yang 

kemudian dianalisis menjadi satu bahan pembahasan dan 

mengambil kesimpulan. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penulisan ini membagi lima 

bab yang terdiri dari,  : 

BAB I : Pendahuluan, yang meliputi : Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, 

Manfaat penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka 

Penelitian, Metode Penelitian dan Sitematika Penelitian. 

BAB II : Landasan Yuridis Mahkamah Konstitusi dan 

Kekuasaan Kehakiman, membahas tentang : Sejarah Mahkamah 
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Konstitusi, Kedudukan, Fungsi, Wewenang Mahkamah Konstitusi, 

dan Kekuasaan Kehakiman 

BAB III : Hak Perempuan Dalam Berpolitik, Peran Politik 

Perempuan Pasca Reformasi dan Pandangan Islam terhadap 

Perempuan Yang Jadi MPR, DPR, DPD dan DPRD. 

BAB IV : Hasil Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 82/PUU-XII/2014 tentang permohonan Yudicial review UU 

Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 

109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat 

(2), dan Pasal 158 ayat (2) , tentang Keterwakilan Perempuan di 

parlemen.  

BAB V : Penutup, berisi: Kesimpulan dan Saran 

 

 


